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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUS] TERMINAL
TYPE AKARYAJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

bahwa dalam rangka mendukung pengoperasian Terminal Type A Karyajaya
agar dapat berjalan secara efektif, sejalan dengan Keputusan Mentar
Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan,
perlu didukung dengan beberapa upaya pengaturan meliputi penataan
tempat, sarana dan prasarana serta pengaturan dan pemungutan retribusi
yang berkaitan dengan seluruh pelayanan yang dilakukan dalam areal
terminal;

bahwa berkaitan dengan huruf a, pelaksanaan pemungutan retribusi di
terminal Karyajaya sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota
Palembang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal Type A
Karyajaya, perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;

bahwa untuk memenuhl maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraluran Daerah Kota Palembang.

Undang — undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat || dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lombaran Negara Rl Tahun
1959 Naemor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

Undang — undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Laiu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomeor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3486).

Undang - undang Nomeor 18 Tahun 1887 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang
Nomeor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

Undang = undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3838),

Undang — undang Nomor 25 Tahun 1899 lentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negera Rl Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3529).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departernen
Perhubungan (Lembaran Megara Rl Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3940).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagal Daerah Otonom
(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3852).

Peraturan Pemerintah nomer 66 Tahun 2001 tentang Refribusi Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nemor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139).
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. Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang — perundangan dan Bentuk Rancangan Undang -
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat il Palembang Nomor 16 Tahun
1998 tentang Retribusi Terminal.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tantang
Kewanangan Pemarintah Kota Palembang.

Peraturan Daecrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 11
Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daarah
Kota Palembang tsntang Pembinaan dan Retribusl Terminal Type A
Karyajaya.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA FPALEMBANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN
DAN RETRIBUSI TERMINAL TYPE A KARYAJAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yeng dimaksud dengan ;

Daerah adalah Kota Palembang,

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Dacrah adalah Walikota Palembang.

Wakil Kepata Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi

sesual dengan peraturan perundang —~ undangan yang berlaku.

. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan
Kola Palembang yang melaksanakan pengelolaen Terminal Type A
Karyajaya dan Pengelolaan Retribusinya.

10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Terminal Type A Karyajaya .

11. Badan adalsh suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang
seij-anis. lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainnya.

12. Terminal adalah Terminal Type A Keryajaya di Keiurahan Karyajaya
Kecamatan Kertapati Palembang.

13. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat bagi sarana

angkutan, penyediaan tempat parkir kendaraan umum dan tak umum,

penyediaan fasilitas pelayanan penumpang (Peran), penyediaan tempat
usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Terminal Panumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau
antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum,

Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPR adalah
retribusi atas kendaraan umum yang menggunakan jasa pelayanan
terminal kecuali parkir kendaraan. '

Retribusi Parkir adalah Retribusl atas kendaraan umum atau tak umum
yang menggunakan pelataran parkir untuk kendaraan umum atau tak
umum di dalam terminal.

Retribusi penyediaan fasilitas pelayanan penumpang atau peron adaleh
retribusi atas penyediaan fasilitas yang disediakan bagi calon penumpang
dan penganlar di dalam gedung terminal.

Karcis adalah tanda pembayaran retribusi didalam lingkungan terminal.
Sewa adalah pembayaran atas penggunaan tempat usaha berupa kios
atau fahan didalam lingkungan terminal atau kantor/loket perusahaan bus.

. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan

perundang — undangan retribugi diwaljibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu, yang merupakan batas
wakiu bagi wajib retribusi untui memanfaatkan tempat khusus retribusi.
Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan obyek
retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan peraturan
perundang — undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumiah retribusi yang
terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRD adalah surat kepulusan yang menentukan
tambahan atas jumliah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribus| Daerah Leblh Bayar yang selanjuinya disingkat
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
retribusi yang terutang atau ssharusnya tidak terutang.

. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dn atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberalan

terhadap STRD atau dekumen lain yang dipsrsamakan, SKROKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wallb Retribusi.

. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan uniuk = mencari,

mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan Kewajiban retribusl Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah,
BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terminal dimaksudkan sebagai upaya pengaturan prasarana
transportasi jalan untuk keperiuan menurunkan dan menaikkan penumpang,
perpindahan intra dan atau antar transportasi serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum.



Pasal 3

Penyelenggaraan terminal bertujuan dan berfungsi memberi fasilitas tempat
yang aman, tertib don teratur bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang
guna keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan Intra
dan atau antar transportasl serta mengatur kedatangan dan pembarangkatan
kendaraan umum.
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BAB I
PEMBINAAN
Pasal 4

Pembinaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Kepala Daerah
melalul Dinas Perhubungan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan
pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal,

Pasal 5

Pengelolaan terminal sebagaimana diamaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan
Daerah inl, melipuli keglatan perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan terminal.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana diamaksud
ayat (1) pasal inl, meliputi kegiatan sebagal berikut :

a. Penataan peralatan, fasilitas, arus lalu lintas, jadwal petugas dan
penyusunan sistem serta prosedur pengoperasian terminal.

b. Pelaksanaan kegiatan pengaluran parkir, pemungulan jasa
pelayanan, pengoperasian fasilitas, pengaturan arus lalu lintas dan
pencatatan jumlah dan jenis kendaraan didalam terminal.

c. Pengawasan kendarsan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan
keamanan serta ketertiban didalam terminal.

Pasal 6

Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan
Daerah ini, adalah kegiatan menjaga agar terminal dapat berfungsi
sesuai dengan fungsi pokoknya.

Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi
kegiatan sebagal berikut :

a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal.

b. Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan
rambu, marka dan papan informasi.

¢. Merawat dan menjaga fungsi fasilitas dan peralatan.

d. Merawal saluran-saluran alr, instalasl listrik dan lampu penerangan.

e. Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 7

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah
inl, dilakukan terhadap kegiatan yang dopat mengganggu fungsi pokok
terminal.

Pasal8

Kepala Daerah mengatur dan mengendalikan pembangunan disekitar
wilayah terminal untuk mengurangl saktifitas lain yang akan berdampak
terhadap lalu lintas disekitar terminal.



Pasal 8

(1) Penggunaan terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan
dengan tranportasi harus mendapat izin Kepala Daerah.

{2) Pengaturan kios pedagang didalam terminal didasarkan pada asas
keserasian, keindahan dan kebersihan serta pedagang kaki lima
dilarang melaksanakan kegiatannya dalam terminal.

Pasal 10

(1) Petugas terminal dapat memeriksa persyaratan teknis, lalk jalan dan
administrasi kendaraan sebelum kendaraan meninggalkan terminal.

(2) Petugas terminal dapat menunda keberangkatan apabila kendaraan
tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini.

(3) Petugas terminal memeonitor dan memeriksa tarif dan tingkat pelayanan
kepada penumpang cleh pengusaha bus.

(4) Petugas terminzl dapat memerksa Jam kerja pengemudi demi
keselamatan penumpang kendaraun.

BAB IV
PELAYANAN TERMINAL
Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terminal meliputi hal-hal sebagal berikut :

Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan penumpang
umum.

Memberikan pelayanan parkir khusus di dalam terminal,

Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melalui peron.
Memberikan pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
Mamberikan pelayanan dan fasilitas ruang tunggu VIP.

Membarikan pelayanan dan fasilitas terhadap kantor/loket, kios/petak dan
rumah makan,

moapw

Pasal 12

Palayanan terminal sebagaimana dimaksud Pasal 11 Paraturan Daerah ini,
adalah keglatan pelayanan sebagal berikut :

1. Setiap kendaraan yang melayani angkutan penumpang umum dan
matewati terminal Karyajaya wajib untuk masuk terminal.

2. Khusus untuk bus AKAP dan AKDP jurusan kearah selatan kota wajib
menaikkan dan menurunkan penumpangnya didalam terminal,

Pasal 13

Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pelayanan
pemakai jasa terminal dengan menyediakan fasilitas pencucian mobil, tempat
beristirahat crew bus, bengkel perbakzian ringan dan tempat penitipan
barang.

BABV
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 14

Obyek retribus! adalah pelayanan jasa angkutan dan jasa pendukung lainnya
yang berada didalam terminal.



Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan dibidang
Jasa angkutan, memanfaatkan dan menlkmali fasilitas serta pelayanan di
tarminal milik Daerah,

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 16

Retribusi jasa angkutan dan fasiltas pendukung lainnya di terminal
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur, berdasarkan frekuensi pelayanan dan
jangka wakiu penggunaan fasilitas dan atau pelayanan yang dikuasal dan
disediakan Daerah.

BAB Vil

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menutup blaya penyelenggaraan pelayanan di terminal
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 18

{1) Untuk setiap pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi.
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan
sebagal berikut :

1. Angkutan Kota :

a. Otolet atau 9 tempat duduk Rp. 300-
b. Bus kecil atau 10-12 tempat duduk Rp. 500.-
¢. Bus kota atau 27 tempat duduk atau lebih Rp. 1.000-
2. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsl (AKDP) :
a. Bus kecil atau 8-12 tempat duduk Rp. 1.500.-
b. Bus sedang atau 13-30 tempat duduk Rp. 3.000.-
¢. Bus besar atau 31 tempat duduk atau lebih Rp. 6.000.-
3. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)
a. Bus kecil atau 8-12 tempat duduk Rp. 2.500.-
b. Bus sedang atau 13-30 tempat duduk Rp. 5.000-
¢. Bus besar atau 31 tempat duduk dan bus super
eksekutif Rp. 10.000-

(3) Retribusi pelayanan parkir khusus di terminal :
1. Kendaraan Tak Umum
a. Bus Rp. 2.000,-
b. Minibus / Pick Up. Rp. 1.000,-
c. Sepeda motor Rp. 500-



2, Kendaman umum dan tak umum yang menginap
di teminal Rp. 4.000.-

(4) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang
dan pengatar (peron) setlap kali masuk terminal,
pererang Rp. 200-

(5) Retribugi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar
kecil :

a. Mandi/buang air besar untuk setiap orang Rp.1.000.-
b. Kamar kecil untuk setiap orang Rp. 500.-
(6) Retribusi pelayanan runng tunggu VIR, setiap crang Rp. 1.000.-

(7) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap lokasi yang dimanfaatkan untuk
kantor/loket, kies/petak dan rumah makan setiap meter persegi :

a. Kantor/Loket Type A Rp. 200.000.-
b. Loket Typa B Rp. 150.000.-
c. Kios/patak Rp. 200.000.-
d. Rumah makan/Cafetaria Rp. 200.000.-

BAB X
MASA RETRIBUS] DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 20

{1) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan penumpang umum
dipungut setiap kali masuk terminal,

(2) Retribusi pelayanan pariir khusus di terminal dipungut bordasarkan
waktu pemanfastan lahan parkir di terminal sebagal berikut ;

1. Kendaraan Tak Umum
a. Bus selama menunggu keberangkatan selama kurang dari &

jam,
b. Minibus /pick up selama menunggu keberangkatan selama 6 jam.
c. Sepeda motor selama menunggu keberangkatan selama 6 jam.

2. Kendaraan Umum
Selama menunggu 1 (satu) kali keberangkatan selama kurang dari
24 jam.

(3) Retribusi pelayanan dan fasilitas penumpang atau peron setiap 1 (satu)
kall masuk atau kurang dari 6 jam,

(4) Retribusi pemakaian kamar mandi dan kamar kecil untuk setiap 1 (satu)
kali pemakaian.

(5) Retribusi pelayanan ruang tunggu VIP untuk setiap 1 (satu) kali masuk
atau kurang dari 6 jam.

(8) Retribusi atau soewa tempat usaha ustuk selama 1 (satu) tahun.

(7) Retribusi atau sewa ruang/tempat untuk selama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.



BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 22

Retribus! yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan
fasilitas dan atau pelayanan diberikan.

BAB XN
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23

(1) Waijib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPJORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusl atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serla tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepata Daerah.

BAB Xill
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Daerah Inl, ditetapkan refribusi terhutang dengan menertibkan
SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan,

(2) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 256

(1) Pemungutan refribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 %
(dua persen) setiap bulan dari relribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.

(2) Orang atau badan yang bergerak dibidang jasa angkutan serta telah
melanggar Pasal 18 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi
berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan / melarang
operasional jasa angkutan yang bersangkutan,

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan fangka waktu pemakalan,
pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhimya jongka waktu
pemakaian.

(3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen fain yang dipersamakan.
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(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVil
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 28

(1) Retribusi tentang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDBT, STRD, dan surat kepulusan keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalul Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan bordasarkan ketentuan
peraturan perundang — undangan yang berlaku,

BAB XVill
KEBERATAMN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29

(1) Wajib retribusl dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib
Retribusi, wajib retribusi harus dapat membukiikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut.

(3) Keberatan harus disjukan dalam jengka wakiu paling lama 2 (dua) bulen
sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka wakiu Hu tdak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang lidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan ayat (3) pasal inl, tidak dianggap sebagai surat keberatan,
schingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusl

Pasal 30

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan,

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya refribusi
yang terutang.

(3) Apabila jangke waktu sebagaimana dimaksud ayet (1) pasal ini, telah
lewat dan Kepala Daerah lidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

BAB XiX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 31

(1) Atas kelabihan pembayaran retribusi, Waijlb Retribusi dapat mengajukan
an pengembalian kepada Kepala Daerah.
(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah
dilampaul dan Kepala Daerah tidak memberikan sualu keputusan,
permohonan pengembatian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus ditertibkan dalam jengka wakiu paling lama 1 (satu)
butan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang refribusi tainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini langsung
diparhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitikannya SKRDLB.

{6) Apanila pengembalian pembayaran relribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan memberikan
Imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelabihan retribusi tersebul.

Pasal 32

{1} Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran refribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang — kurangnya
menyebulkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusl.
b. Masa relribusi
¢. Besamya kelebihan pembayaran
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Pemohonan pengembalian kelabitan pembayaran retribusi disampalkan
langsung atau melalui pos tercatal.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permehcnan diterima oleh Kepata Daerah.

Pasal 33

(1) Pengembalian kelebihan refribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan retribusi.

(2) Apabila keleblhan pembayaran retribusi diperhilungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasal 34

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pombebasan ratribusi,

(2) Pomberian pengurangan, ketinganan dan pembebasan retribusi se-
bagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Daerah.



BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 36

(1) Hak untuk melakukan penagihan relribusi, kadaluarsa setelah melampaul
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penaglhan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Inl
tertangguh apabila :

a. diterbitkannya surat teguran ; atau

b
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. ada pengakuan hutang retribusi dari wajlb Retribusi baik langsung

maupun fidak langsung,

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daersh Inl, diancam
pidana kurungan selama-lamanya & (enam) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Waljib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sechingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling fama 8 (
enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empal) kall jumlah relribusi

terutang.
Tindok pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini adalah pelanggaran.

BAB XXill
PENYIDIKAN
Pasal 37

Selain pejabal penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pagawai Negeri Sipil
(PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesual dengan peraluran perundang-undangan yang
berlaku.

Datam molaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawal Negeri Sipil
(PPINS) sebagal dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a mensrima laperan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. melakuken tndekan pertama pada saet fu o tempat kejadian dan
melakukan pemerisasn,

menyuruh berhenti seorang torsangka dan memeriksa tanda

pengenal dari tersangka;

melakukan penyitaan benda alau surat;

mengambil sldik Jari dan memolret sesecfang;

memanggil orang untuk  didengar dan diperiksa  sebagai

tersangka atau saksi;

mendatangkan oang ahil yang diperiuken dalam hubungannya dengan

pemenksaan potkar;

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukdi atau peristiwa
tersebut bukan merupakaan tindak pidana dan selanjutnya melalul
penyidik membarttatiukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka alau keluarganya,

i, mengadakan findakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan,

o

™ &

F P



BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peratuaran Daerah ini, maka Keputusan Wallkota
Palembang Nomor 01 Tahun 2002 lentang Reflribusi Terminal Type A
Karyajaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

(1) Dinas Perhubungan sebagal Instansi Teknis pelaksana Peratuaran
Daerah ini.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kola Palembang merupakan koordinator
pungutan retribusi Daerah.

(3) Hal-hal yang belum distur dalam Peratuaran Daerah inl, sepanjang
mengenai pelaksanaannya azkan ditotapkan lebih fanjut olsh Kepala
Daerah.

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supays scliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2002.

Diundangkan di Palembang

pada tanggul

3 - - 2002
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